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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Umum Tentang Desa 

Desan adalahn desan danj desam adatm ataum yangm disebutm 

denganm namam lainm, selanjutnyam disebutn]kj desan, adalahn kesatuan 

masyarakatn hukumn yangk memilikin batasm wilayahj yangm 

berwenangn untuks mengaturn dann mengurusn urusann pemerintahann, 

kepentingann masyarakatn setempatk berdasarkan prakarsamj 

masyarakatn,hakn asaln usuln, dan/ataun hakn tradisionald yangk diakuik 

danj dihormatij dalamj systemk pemerintahank Negaram Republikkj 

Indonesiaa.
1
 

Pengertian Desa sangat beragam, artinya sangat tergantung dari 

sudut mana melihatu desan. Perspektif geografi misalnya, desa dimaknai 

sebagai tempat atau daerah dimana penduduk berkumpuln dan hidup 

bersaman dan mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk 

mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupannya.
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B. Kajian Umum Tentang Kepala Desa 

1. Pengertian Kepala Desa 

Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan ruang lingkup 

jabatan dalam suatau organisasi negara, pemerintahan sebagai 

lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan 

eksekutif, jabatan legislative, jabatan yudikatif dan jabatan supra 

struktur lainnya dalam suatu pemerintahan yang berlaku. Pemerintah 

desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang 

penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah desa adalah 

suatu proses dimana ussaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan 

dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan tarif 

hidup masyarakat.
3
  

 “Pemerintahj Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakatn setempat dalam system pemerintahan Negara 

Kesatuan Republikn Indonesia” 
4
 

Kepala Desad berkedudukan sebagai alat pemerintahan desa 

yang memimpin penyelenggaraan pemerintahannKepala dDesa bukan 

saja menjalakan pemerintahann, membina ketertiban dan ketentraman 

melainkan menjaga hukum yangn dilanggar dapat dipulihkan seperti 

sediakala.
5
 Pemerintahanm desam dilakukann olehn pemerintahh 
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desam.
6
 Pemerintahn desa adalahn penyelengara urusann 

pemerintahand dand kepentingand nmasyarakatn setempatn dalamm 

systemn pemerintahann Negaran Kesatuann Republikn Indonesian. 

7
Pemerintahan desa sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 nUndang-

Undangn nRepublik Indonesiab Nomorn 6 tahun 2014 tentang bDesan 

adalah nkepalan desanm  ataukn yangjj disebutnm denganjm namann 

lainn dan nyang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan 

nama lain Kepalan Desa bertugas menyelenggarakatanb 

jpemerintahann Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8
 

2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa 

Undang-Undangx Republikx dIndonesia Nomor 6 tahun 2014 

tentang nDesa juga mengatur tugas dan kewajian Kepala Desa , adapun 

tugasx dan kewenanganm Kepala Desa tersebut sebagai berikut :
9
 

a) Memimpinn penyelenggaraanm pemerintahanm Desan; 

b) Mengangkatn dann nmemberhentikamn perangkatn 

desan; 

c) Memegangkn kekuasaann pengelolaannl keuanganb 

dann asetn Desan; 

d) Menerapkannll peraturann Desan; 
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e) Menetapkann Anggaranl Pendapatannj dann Belanjam 

Desan; 

f) Membinamm kehidupanb masyarakatb Desab; 

g) Membinam ketenteramannn dann ketertibann 

masyarakatm desak; 

h) Membinas dana meningkatkans perekonomiand Desaf 

sertaa mengintegrasikannyal agars mencapaid 

perkonomians skalam produktiff untukd sebesar-

besarnyaf kemakmurand masyarakats Desae; 

i) Mengembangkann sumbera pendapatans desad; 

j) Mengusulkans dans nmenerimaa pelimpahans 

kesejahteraana masyarakatsn Desad; 

k) Mengembangkandi kehidupank sociall budayaj 

masyarakatn Desanj 

l) Memanfaatkanu teknologin tepatn gunao; 

m) Mengoordinasii pembangunanm Desan secaran 

partisipatifni; 

n) Mewakilik Desam didalamn dann diluarn pengadilann 

ataun menunjukkann kuasan hukumn untukn mewakilin 

sesuail dengann ketentuann peraturanm pmperundang-

undangann 



 

 
 

o) Melaksanakanp wewenangn lainn yangn sesuain 

dengann ketentuan nperaturan okperundang-

undangankm.
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3. Tugas Kepala Desa Dalam Administasi Atau Manajerial 

Tugas administrasik atau Manajerial adalah tugas yang 

dilakukan Kepala Daerah dalam merencanakan, mengorganisir, 

menggerakkan, mengarahkan dan mengendalikan, serta mengawasi 

jalannya organisasi ke arahn pencapaian  tujuan Tugas tersebut 

meliputi koordinasi atas kegiatan instansi-instansi vertical dengan 

dinas-dinas daerah mengusahakan terus mmenerus agar semua 

peraturan nperundang-undanganj dan pemerintahan daerah 

dijalankan oleh instansi pemerintahan serta npejabat-pejabat yang 

ditugaskan untuk itu dan iomengambil segala tindakan yang 

dianggap perlu, serta melaksanakank segala tugas pemerintahan 

yang diberikann kepadanya.
11

 

4. Kewajiban Kepala Desa 

Dalam suatu tugas dan kewenangan Kepala desa terdapat 

Kewajiban yang harus dijalankan, kewajiban Kepala Desa terdapat 

pada Pasal 26 ayat (4) nUndang-Undangn Republik sIndonesia 

KNomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut :
12
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a) Memegangm utuhk dann mengamalkanl pancasilank , 

melaksanakann Undang-undangn mDasarm mNegara 

Republikn nIndonesia Tahunl 1995, sertan 

mempertahankann dann memeliharan keutuhann 

Negaran Kesatuann Republikn Indonesian, dan 

Bhinnekan Tunggaln Ikan;
13

 

b) Meningkatkanw kesejahteraane masyarakatw;
14

 

c) Memeliharam ketentramans dand ketertibanf 

masyarakatd Desaf;
15

 

d) Menaatim dans menegakkand peraturand fperundang-

undangand;
16

 

e) Melaksanakans kehidupand demoktrasif dang 

berkeadilanf genderf;
17

 

f) Melaksanakanm prinsipn tatas pemerintahans Desad 

yangd Akuntabeld, transparann , professional , efektifm 

dann efisienn, bersihb, sertan bebasn darin kolusin, 

korupsim, dann nepotismen:
18

 

g) Menjalins kerjas samas dans koordinasis dengans 

seluruhs pemangkud kepentingans dis Desas;
19

 

h) Menyelenggarakanm admintrasix  pemerintahanc  

Desac  yangx  baikx ;
20
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i) Mengelolam keuangans dand asetd Desas
21

 

j) Melaksanakanm urusann pemerintahann yangn 

menjadim kewenangank Desam;
22

 

k) Menyelesaikanm perselisihanm masyarakatm dim 

Desam;
23

 

l) Mengembangkann perekonomiann masyarakatn 

Desan;
24

 

m) Membinak dand melestarikans nilaid socialf budayas 

masyarakats Desas;
25

 

n) Memberdayakank masyarakatn dann lembagak 

kemasyarakatanm din Desan;
26

 

o) Mengembangkanm potensim sumberm dayam alamk 

dann melestarikann lingkunganm hidupm
27

 

p) Memberikanm informasin kepadal masyarakatn 

Desan.
28
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C. Kajian Umum Tentang Administrasi 

Administrasi dalam arti sempit berarti segala kegiatan tertulis, 

catat-mencatat, surat-menyusut, ketik-mengetik serta penyimpanan dan 

pengurusan masalah-masalah yanga hanyas bersifats tekniss ketatas 

usahaans belakas.
29

 Berdasarkanp pengertian yang sempit ini maka 

penegertian administrasin itu sama dengann pengertian tata usaha; 

sehingga pengertian tata usaha nitupun saman dengan pengertian 

administrasi dalam arti sempit, dengan demikiann kegiatan tata usaha itu 

hanyalah sebagaian dari kegiatan administrasi.
30

 

Administrasi dalam arti luas, kata administrasi dari Bahas Inggris 

“administration” yang berarti “to serve” atau melayani. Leonard D.White 

dalam bukunya “introduction on the study of public administration” 

mendefinisikan administrasi sebagai suatu proses yang umumnya terdapat 

pada semua usaha kelompok, negara atau swasta sipil atau militer, usaha 

yang besar atau yang kecil.
31

 Sedangkan H.A.Simon didalam bukunya 

“public administration” mendefinisikan administrasi Negara sebagai 

kegiatan dari sekelompok menusia mengadakan kerjasama untuk mencapai 

tujuan bersama.
32
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D. Kajian Umum Tentang Administrasi Kependudukan 

1.  Pengertian Administrasi Kependudukan  

Administrasi kependudukan sebagai suatu system diharapkan dapat 

diselenggarakan dapatj diselenggarakann sebagaim bagianm darin 

penyelenggaraann admintrasi Negara. Dari segi kepentingan 

penduduk,administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak 

administrative, sepertis pelayanans publiks sertas perlindungans yangs 

berkenan dengan Dokumen Kependudukan , tanpa adanya perlakuan yang 

diskriminatif.
33

 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian administasi 

kependudukan memiliki beberapa pengertian, yaitu pertama; usaha dan 

kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara 

penyelenggaraan pembinaan organisasi; kedua, usaha dan kegiatan yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan serta mencapai tujuan ; 

ketiga, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah; keempat, 

kegiatan kantor dan tata usaha.
34

 

 “Administrasi kependudukan adalah rangkaian skegiatan dpenataan fdan 

dpenelitian ddalam fpenertiban fdokumen fdan fdata nkependudukann melaluisd 

spendaftarand penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan 

pembangunan sektor lain” 
35
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1. Bentuk Administrasi Kependudukan 

a. Kartu Keluarga 

Kartun keluargan, selanjutnyan disingkatn KKn, 

adalahn kartun identitasn keluargaj yangn memuatn datan 

tentangn naman,susunann dann hubungann dalamn 

keluargan,sertan identitasn anggotan keluargan.
36

 

b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

Kartuj tandaj pendudukn  Elektronikn, selanjutnyab 

disingkatn KTP-Eln, adalahn kartun tandan pendudukm yangn 

dilengkapin cipn yangn merupakann identitasm resmin 

pendudukn sebagain buktin darik yangm diterbitkanm olehk 

instansin pelaksanaanm.
37

 

2. Fungsi Administarsi Kependudukan 

Secara umum adminitrasi kependudukan memiliki 2 fungsi yaitu : 

a. Fungsi Hukum 

Memberikan kepastian hukum,menjamin keadilan dan 

memberikan kesejahteraan penduduk sesuai dengan martabat 

kemanusiaan.Dokumen yang menyangkut dengan kependudukan 

khususnya Kratu Tanda Penduduk yang memang harus dimiliki 
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oleh masyarakat agar bisa memperoleh kepastian hukum dalam 

melakukan suatu tundakan yang berhubungan dengan hukum. 

b. Fungsi  Registrasi 

Memberikan pengakuan dan pengesahan status perdata 

seseorang dan membentuk data mikro bagi proses pembangunan 

guna perumusan kebijakan-kebijakan yang berwawas 

kependudukan. Dokumen kependudukan khususnya Kartu Tanda 

Penduduk juga mempunyai fungsi registrasi yang bertujuan untuk 

pengesahan status keperdataan seseorang 

E. Kajian Umum Tentang Asas Tugas Pembantuan 

a. Pengertian Asas Tugas Pembantuan 

“Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat 

kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan 

pemerintahanyang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari 

pemerintah Daerah Provinsi kepada Derah Kabupeten/ Kota untuk 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah Provinsi” 
38

 

F. Kajian Umum Tentang Sosialisasi 

Soalisasi diartikans sebagais sebuahs prosess seumurs hidups 

bagaimanas seseorangs individus mempelajaris kebiasaa-kebiasaans yangs 

meliputis scara-caras hidups, snilai-nilais, sdan snorma-normas socials 
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yangs terdapats dalams  masyarakats agars dapats diterimas olehs 

masyrakats.
39

 Beberapa pengertian sosialisasi menurut pera ahli : 

a. Charlotte Buhler 

Sosialisasi adalah prosess yangs membantus sindividu-

individus belajars dans menyesuaikans diris, bagaimanas 

caras hidups, dans berpikirs kelompoknyas agars ias dapats 

berperans dans berfungsis dengans kelompoknyas.
40

 

b. Pater Berger 

Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang 

menghayati serta memahami norma-norma dalam 

masyrakat tempat tinggalnta sehingga akan membentuk 

kepribadiannya. 

c. Soerjono Soekanto 

Sosialiasmi adalahn prosesn mengkomunikasikann 

kebudayaann kepadan wargan masyarakatn sekitarn.
41

 

Sosialisasi dapat dikatakan suatu proses paling penting yang secara 

dasar atau tidak selalu dijalani setiap harinya. Sosialisasi sendiri dapat 

diartikan sebagai sebuah proses pengenalan nilai-nilai yang sedemikian 

rupa sehingga akhirnya terbentuk suatu individu yang utuh. Proses 

sosialiasi menurut Mead dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai 

berikut : 
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a. Tahap persiapan (Preparatory stage) 

Tahapan ini dialami sejak manusia lahir dan dimiliki oleh 

setiap individu yang berbeda-beda. 

b. Tahapan Menipu (Play stage) 

Tahapan ini ditandai dengan seseorang meniru pelan-pelan 

yang dilakukan oleh orang dewasa. Meniru apa yang dilihat, 

dilakukan, dan didengar menggunakan panca indra seorang 

balita. 

c. Tahap siap bertindak (Game stage) 

Pada tahapan peniruan yang dilakukan mulai berkurangnya 

dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan. 

d. Tahap penerimaan norma kolektif (Genezalized stage) 

Pada tahapan ini sesorang telah dianggap dewasa dan telah 

menjadi warga masyarakat sepenuhnya. 

Sosialiasi memiliki beberapa tipe, menurut Berger dan 

Luckman agar sosialiasi dapat berjalan dengan baik, tertib dan 

berlangsung terus menerus maka terdapat dua tipe sosialiasi yaitu : 

a. Sosialiasi formal, sosialiasi ini terbertuk melalui lembaga 

yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat yang 

memiliki tugas khusus dalam mensosialiasikan nilai, norma 

dan peraturan-peraturam yang harus dipelajari oleh 

masyarakat. 



 

 
 

b. Sosialiasi informal, sosialiasi ini terdapat dalam pergaulan 

sehari-hari yang bersifat kekeluargaan. Dalam hal ini dapat 

dilakukan dimana saja sesuai dengan kegiatan sehari-hari.
42
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